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PERATURAN  
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  

NOMOR KEP. 12 TAHUN 2012 
TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS EVALUASI  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  

DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tanggal 7 
Mei 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu 
menetapkan Pedoman Teknis Evaluasi Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan 
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam suatu 
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika; 

Mengingat : 

 
 
 

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 
2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5058); 
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2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890);  

5 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang 
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;  

6 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

7 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman 
Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

8 Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan 
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi 
dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika Nomor 
007/PKBMG.01/2006 Tahun 2006; 

9 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika; 
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